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BUPATI SIJUNJUNG 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG 

NOMOR 11 TAHUN 2017 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11  
TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS  

TANAH DAN BANGUNAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SIJUNJUNG, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk mengurangi beban masyarakat terhadap 
besaran Tarif Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan khusus untuk Waris, Hibah Wasiat yang 

diterima oleh orang pribadi yang masih dalam 
hubungan adat, keluarga sedarah dalam garis 
keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat 

ke bawah dengan pemberi Waris atau hibah wasiat, 
termasuk suami istri dan Waris / Hibah Tanah Ulayat 

sebesar 5%,maka perlu ditinjau kembali terhadap tarif 
tersebut; 

b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum dan 

melindungi hak-hak sosial masyarakat serta perlakuan 
secara adil dalam pengenaan Nilai Perolehan Objek 
Pajak maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 11 
Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 25); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2043); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4999); 
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat 

Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3987); 
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten 

Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di 
Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 
2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4348); 
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
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10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Jabatan Notaris ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4432 ); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) , sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5079 ) ; 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Wilayah Tingkat 
II Solok ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1990 Nomor 50 ); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang 

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai 

Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3643); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3696); 

15. Peratuturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang 
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 

Nomor 52), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 

1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta 
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5893) 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung 
menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat 

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4832); 

17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah 
Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada 

dalam Kawasan Tertentu; 
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18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 
Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya    

( Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 
2008 Nomor 16); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 

2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah  ( Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung 

Tahun 2009 Nomor 7 ), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 
14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( 
Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2014 

Nomor 14 ); 
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 

2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 2); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

       DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG 

   
 dan 

 
     BUPATI SIJUNJUNG 

 

MEMUTUSKAN  : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 
TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN 

BANGUNAN. 
 

Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 

11 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung  Tahun 2010 Nomor 11) diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
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3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung yang 
selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 

yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, 
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan 

Kecamatan. 
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan 

Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah konstribusi wajib 
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan 
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
firma, kongsi, koperasi,  dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 

kolektif dan bentuk usaha tetap. 
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan 

secara tetap pada tanah dan/atau perairan. 

9. Nilai Perolehan Obyek Pajak, yang selanjutnya disebut NPOP adalah 
besaran nilai/harga obyek pajak yang dipergunakan sebagai dasar 

pengenaan pajak. 
10. Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya disebut 

NPOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi 

nilai/harga obyek pajak yang tidak dikenakan pajak. 
11. Nilai Jual Obyek Pajak, yang selanjutnya disebut NJOP adalah harga 

rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara 

wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan 
melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai 

perolehan baru, atau NJOP pengganti.  
12. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas 

perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 

13. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau 
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah 

dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. 
14. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk 

hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud 

dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. 
15. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta 

otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Daerah ini. 
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16. Konversi hak adalah perubahan hak dari hak lama menjadi hak baru 
menurut Undang-Undang Pokok Agraria, termasuk pengakuan hak oleh 

Pemerintah. 
17. Yang dimaksud dengan Perbuatan Hukum lain misalnya 

memperpanjang hak atas tanah tanpa adanya perubahan nama. 

18. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan 
pajak. 

19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, 
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah. 
20. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka 

waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) 

bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk 
menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. 

21. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun 
kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak 
sama dengan tahun kalender. 

22. Pajak yang terutang  adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 
dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. 
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari 

penghimpunan data obyek pajak dan subyek pajak, penentuan 
besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak 
kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. 

24. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SPTPD 
adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan 

penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau 
bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

25. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SSPD adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas 

daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah 

surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak 
yang terutang. 

27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disebut 

SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya 
jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan 

pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah 
pajak yang masih harus dibayar. 

28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang 

selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan. 
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29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disebut SKPDN 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak 

sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang 
dan tidak ada kredit pajak. 

30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut 

SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar 

daripada pajak yang terutang atau seharusnya dibayar. 
31. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut STPD adalah 

surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif 

berupa bunga dan/atau denda. 
32. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 

membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan 

dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat 

Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan 

Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat 
Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 

33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 

terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan 

Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan 
atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak. 

34. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. 

35. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara 
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang 
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah 

harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan 
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi 
untuk periode tahun pajak tersebut. 

36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif 

dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan 
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah. 
37. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah 

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari 
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 
tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan 

tersangkanya. 
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2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 9 
Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5 % 
(Lima Persen), kecuali : 

a. untuk Waris dan Hibah Wasiat ditetapkan sebesar 3 % (Tiga Persen). 
b. untuk Hibah/Waris Tanah Hak dan tanah bekas milik adat ditetapkan 

sebesar 3,5 % (Tiga Koma Lima Persen). 
 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Sijunjung. 

 
 Ditetapkan di Muaro Sijunjung 

pada tanggal 13 November 2017 
 

BUPATI SIJUNJUNG, 
 

dto 
 

YUSWIR ARIFIN 
Diundangkan di Muaro Sijunjung 
pada tanggal 13 November 2017 

 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SIJUNJUNG, 

 
dto 

 

ZEFNIHAN 
 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2017 NOMOR 11 
 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG 

PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 11/147/2017            
     

Salinan sesuai dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 

 

 
 

WANDRI FAHRIZAL, SH 

Pembina tingkat I IV/b 
Nip. 19710705 199803 1 011 
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PENJELASAN 
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG 

 
NOMOR 11 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG 
NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH 

DAN BANGUNAN 

 
 

I. UMUM 
 
Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/ 
atau Bangunan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ 
Kota. 

 
Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Daerah yang bersumber dari 

pajak Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan, perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan 
pelayanan kepada masyarakat. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan adalah merupakan pajak yang dipungut atas perolehan hak 
atas tanah dan atau bangunan yang dikenakan kepada anggota 

masyarakat.  
 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 11 Tahun 

2010, maka tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
ditetapkan sebesar 5 % (lima persen), hal ini berarti dikenakan tarif 
tunggal bagi setiap anggota masyarakat yang melakukan transaksi atau 

memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Terhadap tarif tersebut 
banyak anggota masyarakat yang memperoleh hak perolehan karena 

waris atau hibah wasiat, merasa berat membayar Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai perolehan 
objek pajak kena pajak (NPOPKP). 

 
Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu Kabupaten yang ada di 

Sumatera dengan suku mayoritas adalah Suku Minang Kabau, dimana 
dalam Suku Minang Kabau berlaku suatu Hak Ulayat, Hak ulayat adalah 
kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat 

hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan 
warganya, di mana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk 
mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam 

wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat dan sumber 
daya yang dimaksud memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adat
https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_hukum_adat
https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_hukum_adat
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turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat 
tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. 

 
Untuk memenuhi rasa keadilan dari masyarakat yang memperoleh hak 
karena waris, hibah wasiat dan waris/Hibah Tanah Hak Ulayat maka 

perlu diberlakukan tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
jamak atau bervariasi sesuai dengan cara perolehannya. Bagi anggota 

masyarakat yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan karena 
waris atau hibah wasiat, yang diterima orang pribadi yang masih dalam 
hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat 

keatas atau kebawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami – 
istri, maka tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
ditetapkan sebesar 3 % (Tiga Persen) dari nilai perolehan objek pajak 

kena pajak (NPOPKP), Bagi Anggota Masyarakat yang memperoleh hak 
atas tanah dan Bangunan karena Waris atau Hibah tanah ulayat maka 

tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan 3,5 ( Tiga 
Koma Lima Persen ) dari nilai perolehan objek pajak kena pajak (NPOPKP) 
dan Bagi anggota Masyarakat yang memperoleh hak atas tanah dan 

bangunan selain karena waris/hibah wasiat dan Waris/hibah Tanah 
Ulayat maka tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai perolehan objek pajak 

kena pajak (NPOPKP). 
 

 
II.  PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 9 
 Huruf a 

waris atau hibah wasiat yang dikenakankan tarif sebesar 
3 % (Tiga Persen #) adalah Waris atau Hibah Wasiat yang 
diterima orang Pribadi yang masih dalam hubungan 

keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu 
derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan Pemberi 
Hibah Wasiat/Waris, termasuk suami/istri. 

Yang dimaksud hibah wasiat ialah suatu penetapan 
khusus, dimana pewaris memberikan kepada satu atau 

beberapa orang barang – barang tertentu, atau semua 
barang – barang dan macam tertentu; misalnya, semua 
barang – barang bergerak atau barang – barang tetap, atau 

hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya. 
Huruf b 

hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang 
kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan 
pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu 

penghibah masih hidup juga. 
Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya 
terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat 

tertentu. 
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Tanah Ulayat yang dikenakan Tarif 3,5 % (Tiga Koma Lima 
Persen) adalah Tanah bekas Hak Milik Adat adalah tanah 

yang terdapat di hak ulayat masyarakat tertentu berasal 
dari Tanah adat atau Tanah-tanah lain dan akan 
dikonversi menjadi salah satu Tanah dengan hak tertentu 

(hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Hak 
Guna Usaha)   

Pasal II 
Cukup jelas. 
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